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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mengelola secara langsung keuangan publik yang dimana
setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dan barang milik negara yakni
harga tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan, keuangan publik
yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Terdapat dua fungsi anggaran yang pertama anggaran sebagai alat perencanaan
dan yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian.? Anggaran sebagai alat
perencanaan berfungsi untuk mencapai tujuan yang perlu dipenuhi oleh
pemerintah, sedangkah anggaran sebagai alat pengendalian berfungsi untuk
alokasi sumber dana publik yang mendapat persetujuan dari lembaga legislatif
untuk dibelanjakan.

Negara berkewajiban untuk menyejahterakan masyarakatnya, dengan
adanya APBN maka akan membantu negara untuk mensejahterkan masyarakat.
Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan
mengalokasikan pendapatan yang ada secara proposional serta mendapatkan
sumber-sumber pendapatan yang optimal. Kebijakan mengatur dan
mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dikenal dengan kebijakan fiskal.

Salah satu Kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah yang akan

2 Tjahjanulin Domai, Manajamen Keuangan Publik, (Malang: Universitas Brawijaya
Perss, 2013), hal.59



menggerakan roda perekonomian.Kebijakan pemerintah dapat tercermin dari
pengeluaran pemerintah itu sendiri. Pengeluaran pemerintah sendiri memiliki
tujuan untuk memenuhi hak masyarakat dari pemerintah seperti mendapatkan
barang dan jasa, serta mendapatkan kebutuhan dasar yang diperoleh melalui
pemerintah. Belanja modal merupakan salah satu bagian dari APBN, belanja
modal sendiri penting adanya karena merupakan biaya yang dikeluarkan
pemerintah yang diharapkan dapat menunjang pembangunan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah dapat dilakukan
dengan pelaksanaan belanja modal, berupa kebutuhan dasar seperti kesehatan,
pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan
jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

APBN sebenarnya sudah ada pada saat masa Rasulullah, namun lebih
dikenal dengan Baitul Mal. Baitul Mal sendiri merupakan lembaga yang
mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.® APBN dan Baitul Mal
mempunyai tujuan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakatnya, namun
pemerintahan Islam selalu menggunakan prinsip-prinsip keadilan dalam
memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud
dalam islam juga termasuk kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat bukan
hanya memikirkan hal duniawi saja. Hal duniawi yang dimaksud disini yaitu
kekayaan material yang tiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan

nasional.

% Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah, (Jakarta:
KENCANA, 2016), hal 151-152



Penerimaan Baitul Mal sendiri terdiri dari zakat, kharaj, jizyiah, khums,
fay’, dIl.* Penerimaan ini akan digunakan untuk pembangunan negara yang
merupakan kewajiban negara serta kesejahteraan rakyat agar tidak ada rakyat
yang mengalami kemiskinan. Berbeda dengan APBN yang setiap tahunnya
mempunyai anggaran, dalam Baitul Mal jika da penerimaan atau dana maka
harus segera dimanfaatkan. Salah satu penerimaan Baitul Mal adalah zakat
yang merupakan kewajiban orang yang mampu membayar zakat atas kekayaan
yang dimilikinya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an suart at-

taubah ayat 103:
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Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)°
Penerimaan Baitul Mal ini tentunya akan digunakan untuk pembiayaan
negara dengan tujuan mensejahterakaan rakyatnya. Hal tersebut dilakukan agar
tidak ada lagi rakyatnya yang ada dibawah garis kelayakan. Sehingga

pemerintah dapat memberikan keadilan dalam kesejahteraan rakyatnya.

4 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2013), hal. 143
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., hal. 202



Anggaran belanja negara setiap tahunnya cenderung mengalami
kenaikan. Idealnya peningkatan anggaran belanja diikuti dengan pola

penyerapan Yyang baik dan APBN yang responsif sebagai stimulus

pertumbuhan ekonomi. penumpukan pencairan dana di akhir tahun

menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan anggaran belanja, sehingga
negara dapat mengalami kerugian secara ekonomi.
Tabel 1.1
PAGU dan Realisasi Belanja

Sampai dengan Bulan Oktober 2019
(dalam rupiah)

2019

Uraian PAGU Realisasi Preszntas Sisa
Pegawai 682.562.299.000 545.478.333.246 79,92% 137.083.965.754
Barang 537.794.452.000 446.726.312.130 83,07% 91.068.139.870
Modal 82.101.714.000 34.785.462.287 42,37% 47.316.251.713
Beban Bunga - - 0,00% -
Subsidi - - 0,00% -
Hibah - - 0,00% -
Bansos 10.154.550.000 10.014.800.000 98,62% 139.750.000
Lain-lain - - 0,00% -
Transfer 706.327.342.000 599.251.758.570 84,84% 107.075.583.430
Total 2.018.940.357.000 1.636.256.666.233 81,05% 2.122.113.883

Sumber: KPPN Blitar, 2019

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 sampai dengan bulan Oktober 2019

masih terjadi keterlambatan penyerapan pada belanja modal dengan realisasi
belanja hanya sebesar 42,37%. Penyerapan dana ini masih jauh dibawah target
yang seharusnya sudah mencapai 85%. Penyerapan anggaran yang lambat ini
telah di tangani oleh pemerintah. Namun usaha-usaha yang telah dilakukan
oleh pemerintah belum bisa menghilangkan masalah penumpukan pencairan

dana APBN di akhir tahun anggaran.



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan
Bendahara Umum Negara (BUN). KPPN sendiri merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.® KPPN Blitar
sendiri mempunyai fungsi perbendaharaan di Kabupaten Blitar, Kabupaten
Tulungagung, dan Kota Blitar. Salah satu pelayanan publik yang berada
dibawah Kementerian Keuangan RI adalah KPPN Blitar. Dalam menjalankan
kewenangannya KPPN Blitar harus berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada satker,
serta peningkatan kinerja pemerintah guna memenuhi tuntutan masyarkaat
dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya untuk melaksanakan tugasnya dibidang keuangan. Adapun
kewenangan KPPN Blitar yaitu sebagai perbendaharaan dan bendahara umum,
mendistribusikan pembiayaan atas beban anggaran serta penerimaan dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara,

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat tidak dapat kita
pungkiri saat ini semua hal yang kita kerjaan pasti berhubungan dengan IT.
Sama halnya mekanisme pencairan dana di KPPN saat ini juga sudah
menggunakan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN) sebagai bentuk modernisasi pengelolaan perbendaharaan

negara. OM SPAN adalah aplikasi pendukung kegiatan KPPN dalam

6 Ahmad Abdul Hag, Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara,
https://www.wikiapbn.org/kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/ , diakses pada tanggal 02
September 2019 pukul 09:38



https://www.wikiapbn.org/kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/

pengelolaan keuangan negara. OM SPAN sendiri baru diberlakukan pad tahun
2014. Dengan OM SPAN pekerjaan satker menjadi lebih ringan tidak lagi
dipersulit dengan mekanisme manual yang mengaharuskan satker bolak-balik
ke KPPN untuk mengurus pencairan dana, dan juga satker dapat memonitoring
perkembangan pencairan dana yang diajukannya melalui OM SPAN. Namun,
adanya OM SPAN yang mempermudah proses pencairan dana ternyata belum
bisa mengatasi masalah menumpuknya pencairan dana APBN di akhir tahun.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran pemerintah juga sudah
memberikan SOP yang lebih baik di KPPN untuk pelayanan yang lebih baik
kepada satker. Seperti penyelesaian SP2D dalam KPPN sekarang batas
maksimal hanya satu jam. Selaian itu pemerintah juga sudah menghimbau
kepada satker untuk menjalankan jadwal rencana penarikan dana yang telah
dibuat agar penyerapan anggaran berjalan dengan baik. Apabila penyerapan
anggaran berjalan dengan baik maka akan berdampak pada pengalokasian
anggaran. Pemerintah sebisa mungkin dapat mengoptimalkan pengalokasian
dana yang terbatas ini untuk kegiatan strategis. Dengan pola penyerapan yang
lambat ini maka menunjukan bahwa telah terjadi ketidakefisienan dan ketidak
tepatan pengelolaan anggaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zaenudinsyah” penumpukan
pencairan dana diakhir tahun disebabkan oleh beberapa faktor vaitu,

administasi perbendaharaan , pelaksanaan pengadaan, perencanaan anggaran,

" Fandi Zaenudinsyah, Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada
Akhir Tahun Anggaran, Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakn publik Vol. 1, No.
1 2016, diakses pada tanggal 03 September 2019 pada pukul 14:09 WIB.



persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia,
kompensasi, dan mutasi jabatan. Dari beberapa faktor tersebut menurut
penelitian yang dilakukan Priatno® yang paling signifikan mempengaruhi ada
faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor perencanaan. Sedangkan
menurut penelitian yang dilakukan Widianingrum?® terdapat enam faktor yang
menjadi penyebab penumpukan pencairan dana yaitu faktor perencanaan,
faktor pengadaan barang/jasa, faktor regulasi, faktor internal, faktor
administrasi , faktor sumber daya manusia.

Terjadinya penumpukan anggaran diakhir tahun yang terus terjadi di
setiap tahunnya dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah terkait
penyerapan anggaran ini, namun pola yang sama masih saja terjadi. Melihat
kondisi tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan
Dana APBN Di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup

Pembayaran KPPN Blitar”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan, diantaranya:

1. Pelaksanaan anggaran belanja negara belum optimal.

8 Prasetyo Adi Priatno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran
Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bliar, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013),
diakses pada tanggal 03 September 2019 pada pukul 14:16 WIB.

® Desika Widianingrum,dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jurnal Bisnis dan Manajemen
Vol. 11, No. 2 2017, diakses pada tanggal 03 September 2019 pada pukul 14:28 WIB.



2. Terlambatnya penyerapan anggaran yang terjadi secara berulang setiap
tahunnya.

3. Penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran.

4. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat mengatasi
permasalahan yang ada.

5. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penumpukan

pencairan dana di akhir tahun anggaran.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa yang
menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran

pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang faktor-faktor yng
menyebabkaan penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran

pada satuan kerja lingkp pembayaran KPPN Blitar.

E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

keuangan sektor publik terutama dalam anggaran belanja pemerintah. Serta



diharapkan penelitian ini dapat mendukung ilmu yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Kegunaan secara Praktis

a) Kegunaan untuk lembaga yang diteliti
Bagi lembaga yang diteliti dalam penelitian ini yaitu KPPN diharapkan
penelitian ini dapat membantu pihak lembaga untuk meminimalisir
terjadinya penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

b) Kegunaan untuk lembaga akademis
Bagi lembaga akademis diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi
dokumen yng bermanfaat bagi acuan civitas akademiika.

¢) Kegunaan untuk penelitian yang akan datang
Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat
membatu dalam penelitian yang akan datang untuk dijadikan rujukan

dan penelitian terdahulu.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Adanya Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat penting karena
untuk memahami lebih dalam tentang variable-variabel yang diteliti, dan
memberikan batasan masalah-masalah yang akan diteliti, dan juga
memperjelas lokasi penelitian sehingga penelitian dapat fokus pada tujuan
dan tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun fokus

penelitian ini  pada penumpukan pencairn dana APBN di akhir tahun
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anggaran pada KPPN Blitar tahun anggaran 2019. Dalam penelitian ini

terdapat delapan faktor yang akan menjadi fokus peneliti yaitu, faktor

administrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor perencanaan,
faktor pengadaan barang dan jasa, faktor mutasi pejabat, faktor penyedia
barang dan jasa, faktor regulasi, faktor internal.

2. Batasan Penelitian

Masalah yang akan dikaji terbatas pada:

a) Obyek penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau
Penjabat Pembuatan Komitmen (PPK) untuk Satker lingkup KPPN
Blitar.

b) Penelitian ini hanya meneliti penyerapan anggaran pada tahun 2019.

c) Data yang digunakan diperoleh dari KPPN Blitar berupa data realisasi

anggaran tahun 2019.

1. Penegasan Istilah
1. Definisi Konseptual.
a) Faktor
Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi)
terjadinya sesuatu.®
b) Dana

Uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya.

10 Dadang Sunendar, KBBI V 0.3.2 Beta (32), 2016, Pusat Bahsa Kementerian Pendidikan
Nasional
1 1bid
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c) APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk
pengelolaan keuangan negara setiap tahunya ditetapkan dengan
undang-undang, dan didalamnya terdiiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan pembiayaan.'? APBN harus disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, namun jika DPR tidak menyetujui RAPBN yang
ditelah dibuat maka pemerintah menggunakan APBN tahun lalu. Dalam
pelaksanaan APBN diharapkan dapat bertanggungjawab untuk
mensejahterakan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan.

d) Satuan Kerja (Satker)
Satuan Kerja (Satker) yaitu Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang yang termasuk bagian dari suatu unit organisasi pada
Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan suatu atau beberapa
kegiatan dari suatu program.'® Satker sendiri dibentuk untuk
melmberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksaan kegiatan atau
program satker untuk pelayanan masyarakat memperoleh pendanaan
dari pemerintah.

e) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.p1/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbednaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan

12 Tjahjanulin Domai, Manajamen Keuangan Publik...,hal.103
13 Ahmad Abdul Hag, Satuan Kerja, https://www.wikiapbn.org/satuan-kerja/ , diakses pada
tanggal 02 September 2019 pukul 10:49



https://www.wikiapbn.org/satuan-kerja/

12

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Definisi Oprasional

Berangkat dari definisi konseptual di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

Faktor merupakan penyebab terjadinya sesuatu yang memberikan
dampak. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Sedangkan
dana adalah uang yang telah dianggaran untuk suatu kegiatan. Anggaran
Pemerintah atau APBN sendiri merupakan anggaran yang telah dirancang
oleh pemerintah untuk satu periode anggaran. APBN tersebut diwujudkan
dengan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah guna
mensejahterakan masyarakatnya.

Satuan kerja adalah Kementrian Negara/Lembaga dibawah
pengawasan pemerintah yang bertugas untuk menjalankan program-
program dalam penggunaan APBN. Sedangkan KPPN merupakan instansi
penyalur dana APBN dari pusat ke satker agar dapat digunakan untuk

menjalankan program-program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini disusun untuk dapat menyampaikan

gambaran yang jelas. Sistematika pembahasan memuat informasi-informasi
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dan perihal yang dibahas dalam setiap bab. Berikut ini sistematika pembahasan

penelitian ini:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

: Pendahuluan, dalam BAB ini mencakup (a) latar belakang
masalah, (b) identifikasi masalah, (c)rumusan masalah, (d) tujuan
penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan
keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika
skripsi

: Landasan teori, dalam BAB ini mencakup teori yang membahas
variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub
variabel kedua, dan seterusnya (jika ada), kajian penelitian
terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian (jika
diperlukan).

: Metode penelitian, dalam BAB ini mencakup (a) pendekatan dan
jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c)
sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik
pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

: Hasil penelitian, dalam BAB ini mencakup (a) hasil penelitian
(yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis)

: Pembahasan, dalam BAB ini mencakup pemabasan data
penelitian dan hasil analisis data.

: Penutup, dalam BAB ini mencakup (a) kesimpulan dan (b) saran

atau rekomendasi.



